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Abstrak : Daltm sejarah lslam, wakaf telah memainkan

Wran yaflS satgat ptting untuk kesejahtenan masya'
rakat muslim. Namua ilalam rentang xjarah perwakafan

lndonesia, instrurren waLaf belum banyak dieksplmasi
secara makimal. Selama ini munai petuhaman bahwa
lembagatuakaf merupakan stmfur asxt ymg memberikan
kemanJaatan sepanjang masa. Dan di sisi lait yryumyu-
lan, patgelolaat ilan penilayagunaan harla wakaf xcara
yoduktif tli ,aruh air kita masih *tlikil dan ketinggalm
dibaniling negara lain. Begitupun, stuili perwakalan kita
masih terfokus kepaila sr,gi hukum an sidt ilan belum
menyentuh paila manajemen perutakafaa. Padahal
semestinya wakaf dapat dikelola secaru yoduktif dan
membeikan hasil kepaila masyarakat, sehingga dmgan
demikian wakaf benar-banar menjaili anmber ilana ilai
masyarakat dan ilitujukan untuk masyarakat-
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PENDAHI,JLUAN
Islam sebagai agama moral tertantang tidak saja untuk

menghancurkan ketimpangan struktur sosial yang terjadi saat
ini, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejah-
teraan ma{rarakat. Selain itu Islam tidak hanya sebagai agama
yang 6arat dengan nilai elitis normatif yang sama sekali tidak
memiliki kepedulian sosial tetapi secara integral merupakan
bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpatisipasi
dalam berbagai problem sosial kemasyarakatan.

MENGGALI POTENSI WAKAF PRODUKTIF
UN:TUK KESEJAHTERAAN UMAT

' Penulis adalah Dosen Fakukas Syari'ah INSURI Ponorogo.
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Sebagai salah satu institusi ekonomi, wakaf merupakan
pranata keagamaan dalam Islam yang berdimensi 'ubtidiryah
uluhiya'h karena menjadi manifestasi dari keimanan (ftaDlzm
mirullih) danyga rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama
(hablum mi al-aas) karena memiliki keterkaitan langsung secara
fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial
dan kemanusiaan seperti pengentasan kemanusiaan, pening-
katan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonorni
umat. Sehingga wakaf memiliki peran besar dalam mewujud-
kan tata sosial yang berkeadilan.

Namun demikian ketika peruntukan wakaf hanya
terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, tanpa diimbangi
dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejah-
teraan umat dalam bingkai tata sosial yang berkeadilan seba-
gaimarra dicita-citakan dari hsEumerr wal<af akan sulit direali-
sasikan secara maksimal. Tulisan ini mencoba unfuk mendes-
kripsikan peran strategis institusi wakaf produktif dalam
rangka pemberdayaan ekonomi umat.

LANDASAN HUI(UM DAN FILOSOFIWAKAF
Perkataan zoaqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa

Indonesia, berasal dari uaqafa yang berarti menghentikan,
berdiarn di tempat atau menahan sesuafu1. Pengertian mena-
han sesuatu jika dihubungkan dengan harta kekayaan artinya
menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai

dengarn ajaran Islam. Benda yang diwakalkan tidak lagi
menjadi hak milik yang mewakalkan tetapi milik Allah yang
dibahasakan sebagai milik umum (kepentingan umat)'?.

Siecara harfiah wakaf bermakna "pembatasan" atau
"larangan". Sehi^ggakat^ udqf digunakan dalam lslam untuk

I Wahbah al-Zutrayfi, al-Fiqb al'Isldmi Va Adilatab (Dlmaskuc : Dir al-
Fikr, 1989)' YIII : 153

, Mohammad Daud /,Jri, Sis,erl Ehotu ni Islam Zahat dtn Vohaf Qakz.tl.a l
UI Prcsrr,1988)' 259.
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maksud "pemilikan dan pemeliharaan" harta benda tertentu
untuk kemanfaatan sosial terteartu yang ditetapkan dengan
maksud mencegah penggunaan harta wakaf tersebut di luar
tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.3

Abu Bakr Jabir al-Jazayri mengartikan wakal sebagai
pernhanan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi,
atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan hasilnya
kepada penerima wakaf .{

Sedangkan wakaf menurut Undang-Undang Perwa-
kafan No.41 tahun 2004, adalah perbuatan hukum waqif untuk
memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya, untuk dirnanfaatkan seLamanya atau untuk jangka
waktu tertentu sesuai kepeatingarmya guna keperluan ibadah
dan kesejahtera.ln runum menumt syari'ah.s

Wakaf dalam aQur'an
Sumber utama institusi waka{ adalah a1-Qur'an.

Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna
memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana
zakat, tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap
ayal-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa
sadaqah dan arnal lariyah. Di antara ayat-ayat tersebut adalah
Q.S. al-Baqarah :262 dan267, Q.S. al-Imran : 92 dan Q.S. al-
Hajj : 77 . Para dama memahami ayat tersebut sebagai ibadah
wakaf. Penafsiran ini dapat ditemukan dalam Tafsir al-Manar
karangan Muhammad Rashid Rida. Kendatipun di dalam al-
Qur'an terdapat kata-kata wakaf sebanyak empat kali yaitu

lJhon L. Eaposito, Easiklopedi Oxford Doio Islam Modcrn, lJih B.\as^
Ere Y.N. et el. (Banduag : Mizan, 2001), VI: 145.

. Abi bak' Jabir .l-Jaz ay.ri, Easiklopedi Mrslim ()tlitbaj al-Muslim), ,.Iih
Bahasa Fadli Bahri, Cct VII fakerta : Pf Darul Falah, 2004), 565.

I IJU RI No.4l Tahun 2004, tentang w"akaf Bab I Pasal l. Pengertian di rtas
hampir eama dengen peraturan tcrdahulu yang tercantum dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) Buku III Hukum Per*akafan Bab I Pasal215.
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pada qi al-An'am : 27 dan 3O, QS Saba' : 31, QS al-Saffat : 24,
tetapi wakaf dalam ayat-ayat tersebut bukan berma-kna wakaf
sebagai pemb€riar Tiga ayat pertama berarti mengedepankan
sedangJkan ayat yang keempat bermakana berhenti atau
merrahan.5

Wakaf delam Hadis
lirmber kedua setelah alQur'an adalah hadis. Wakaf

dalam hadis banyak sekali ditemukan, ada lebih kurang 45
hadis yang berkenaan dengan wakaf. Pendermaan harta
seperti wakaf ini merupakan realisasi dari anjuran Rasu-lullah
seperti hadis yang berisi anjuran yang p€rnah dituiukan Rasul
kepada 'Umar bin Khattab mengenai hartanya berupa
sebidang tanah di Khaybar. Ketika itu'Umar bertanya kepada
Rasulullah "Apa printahmu kepadaku xhubungan dengan tanalr
yang srya dopatknn ini ya Rastlullaft ?" Rasul menjawab: "lika
etgkau suka tahan aillnya ilon *ilekahkanlnh manfaatayaa.

Maka dengan petunjuk itu 'Umar langsung mensede-
kahkan hasilnya dengan tidak menjual, mewariskan atau
menghibahkannya (Hadis diriwaya&an oleh al-Bulhiri dan
Muslim)E. Hadis dari Ibnu'Umar ini kemudian sebagai dasar
hukum wakaf yang sangat populer. Menurut suatu riwayat
setelah peristiwa itu 80 orang sahabat mengikuti perbuatan
baik Umar tersebut. Kemudian disusul sahabat lainnya dengan
mewakalkan tanah mereka, rumah mereka atau harta yang
mereka miliki.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Bukhiri
disebutkan bahwa Thabit dan Anas menceritakan bahwa
Rasulullah bersabda kepada Abu Jaftah : "]adikanlah harta

5 AMul Helim, H//'h'lm Pe|ahqfan di ladoaesia (Jakana: Ciputat Press,
200s), 1

? Untuk mclihat teks asli hadis dapat dilihat dalam Muhammad l6mi'il
Ka\lani, Sub al-Sahlm (Bmdung : Dahlan, 1982)' III I 88,

I Sebagaimana dikutip dalam Ibid.
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Toakaflnu itu untuk fakir miskin dari kalangan kaum l<erabatmu".

Lalu Thalhah berwakaf kepada IJasan dan Ubay bin Ka'ab
yang termasuk kerabat dekatnyae. Wakaf yang dilakukan Abu
Talhah kepada keluarganya itu dikelompokkkan dalam
benatk wakaf zurry ata,r clrli. Sedangkan untuk fakir miskin
yang dilaksanakan Abu Talhah dikelompokkan pada wakaf
kftagrri. Kedua bentuk ini dibenarkan dalam Islaml0.

Wakaf Menurut Interpretasi Ulama
Sebagai sumber ketiga ialah ijtihiit (interpretasi) para

ulama fiqh yang terdapat dalam kitab-.kitab fiqh klasik.
Peranan ulama mujtahid akan mampu memperjelas hukum
sekiranya dalam dua sumber utama kurang jelas atau meribu-
tuhkan pemikiran. Seperti adanya pemahaman Imam al-
Shefi-i, Abu Hanlfah, Imam M5lik dan Imim IJanbali yang
dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.

Wakal menurut para ulama Imam Madzab merupakan
suatu perbuatan sunah untuk tujuan kebaikan seperti mem-
bantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan
segi material maupun untuk pembangunan spiritual. Sebagai-
mana halnya zaka! wakal merup akan income danaumat Islam
yang sangat potensial bila dikembangkaru

Bagi ulama imam madzab, dalam persoalan wakaf
mereka sepakat mengatakan termasuk amal jariyah. Narrrun
yang menjadi polemik mereka dan pengikutnya adalah perma-
salahan pemahaman terhadap wakaf itu sendiri. Apakah harta
wakaf yang telah diberikan si waqif masih menjadi miliknya
atau lepas seketika saat ia menyerahkan kepada penerima
wakaf.

Menurut Abu Harifah harta yang telah diwakalkan
tetap berada pa da mthk waqif dan boleh ditarik kembali oleh

e Muhammad Ali al-Sh,a**,ari, Nayl al-Aatpal (Meeir t Muslafa .l-Bibi .t-
Ilalabi),fV t ,

.m \Fahbah al-Zulali, dl-Fiqb..., 160-167



82 Justitia lslamica, Vol.6/No. l/Jan-Juni 20Og

si waqif. Jadthafia itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil
manfaahya yang diperuntukkan pada tujuan wakaf. Sehingga
pemiliJ<nya boleh mengambil kembali dan juga meniual:ya
karena menurutnya wakal sarra hatrya dengan barang pinja-
man yang mana si pemilik tetap memiliki, boleh meniualnya
atau meminta kembalill.

Dalam hal ini Abu Hanifah memberikan pengecualian
pada tiga hal yaitu peiama wakaf masjid, yang mana status
tanah l/ang diwa-kafkan untuk pembangunan masjid secara
sponta,l berpindah meniadi milik Allah dan tidak lagr menjadi
kekuasaan si arfgrl Keiluawakalyxtg ditentukan oleh keputu-
san pengadilan apabila terjadi pers€ngketaan terhadap status
tarnh wakal yang tidak dapat ditadk kembali oleh orang yang
mewal:afkan atau ahli warisnya apabila pmgadilan memutus-
kan balrwa tanah itu menjadi harta wa7<al. Ketiga wakaf wasiat
yaitu apabila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat
wasiat. Jika ia meninggal dunia, maka harta yang telah diten-
tukan menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudu-
kan sama dengan wasiat, tidak boleh lebih dari 2/3 hatta
sebagaimana wasiat.12

Ir{eskipun mazhab Maliki mempunyai pandangan yang
sama dengan Abu Hanilah dalam hal kepemilikan hafta yang
tetap menjadi hak si roaqrl tetapi Maliki menyatakan tidak
diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasaruJkannya
baik dr:ngan menjual atau mewariskan atau menghibahkan-
nya selama harta itu diwakafkar Menurutnya diperbolehkan
wakaf untuk waktu tertentu, bukan sebagai syamt bagi Maliki
selama-selamanya. Bila habis jangka waktu yang telah
ditenhrkan, maka boleh mengambilnya lagi walaupun benda
itu untuk masjid'

IVakaf menurut interpretasi Maliki. tidak menjadikan
hak si:rua4r/terputus terhadaP benda yang diwakafkan. Yang

n Ibid,, 153
t rbid. 15!15.l
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terputus itu hanyalah dalam hal bertasaruf. Maliki beralasan
dengan hadis Ibnu Umar. Ketika Rasulullah menya takan." jil<n

kamu mau, tahanlah asalnyn ilan *ilelcahlan hasilnya".r3 Hadts
itu seolah-olah menyatakan bahwa Urnar tetap memiliki harta
itu, tapi dengan ketentuan tidak bisa ditasaruJkan. Maliki juga
tidak mensyaratkan wakaf itu untuk selamalamanya karena
tidak ada satu dalilpun yang mengharuskan wakaf untuk
selama-lamanya. Sehingga bagi Maliki tasaruf wakaf itu sesuai
dengan keinginan zraqrl

Berbeda dengan kedua ulama di atas, menurut lmam
Syafi'i harta yang terlepas dari si uaqil dan menjadi milik
Allah yang berarti menahan harta untuk selama-lamanya.
Sehingga jangka waktunya tidak boleh ditentu-kan dan syarat
benda yang diwakalkan harus tahan lama dan tidak cepat
habis (fxeil as*t)lr. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang
diriwayatkan Ibnu Umar tentang tanah Khaibar. Syafi'i
memaharni tindakan Umar mensedekahkan hartanya dengan
tidak menjualnya, mewariskan dan tidak menghibahtannya
didiarnkan oleh Rasul sehingga tergolong hadis la4riry .

Sedangkan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa
\ /akaf tedadi karena dua hal. Pertama karena kebiasaan
(perbuatan) bahwa dia itu dapat dikatakan mewakalkan harta-
nya. Seperti seseorang mendirikan nrasjid kemudian mengi-
zinkan orang shalat di dalamnya secara spontanitas bahwa ia
telah mewakafkan hartanya berdasarkan kebiasaan (zrf).
Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya dapat difaha-
mi tiahwa ia telah mewakalkan karena sudah menjadi kebia-
saan. Kedua denean lisan baik dengan ielas (sanh) atau tidak.
Atau dengan memakai kata-kata habastu, wakaftu, tasadaqtu,
abdadtu, hara.mtu. Bila menggunakan kalimat seperti ini, ia
harus mengiringinya dengan niat wakaf.$

'3 Ibid., 155-156
t Ibid.,154-155.
,r Ibid., 158.
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Bila telah jelas seseorang mewakalkan trartanya, maka
si roa-qr/tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu
dan jug;a tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan
bahwa benda yang diwakafkan harus benda yang dapat dijual,
walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh untuk dijual.
Selain itu harus kekal zatnya karena wakal bukan untuk
waktu terterrtu tapi untuk selama-lamanyar6.

Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan
Di Indonesia selah bersumber kepada agama, institusi

wakaf juga bersumber pada hukum positif yang merupakan
hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Kebiasaan
berwakaf yang hanya diatur oleh hukum adat yang sifatnya
tidak tertulis dan mengadopsi nilai ajaran Islaru pada masa
pemerintah kolonial Belanda disikapn dengan lebih serius,
"terlepas dari kepentingan perjajah" J7

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai
mendapat perhatian lebih dari pemerintah antara hin melalui
Departemen Agamar. Bila diinvmtarisir sampai eekarang
terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur
masalah perwakafan. Setidalmya ada sekitar 20 buah aturan
yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia baik Petaturan
Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain dalam rangka

i Ibid,,

' Tcr$uld dcagra Iehinrye Biibled t905 No.6196' Biiblad 1931 No. 125!,
Biibled 193{ No. t1}90 den Biibled 1935 Nornor 13{80.

. Weleuftrn rrtrcneraF Undang-undeog renraag pcr*r.kefen relrh lehir t5
rehun rctd.h lrdoDcrir mcrdekq nemun rcbelum lahirnye udeog-undeng
lcnt.trg pcrqrekatan teoeh, pcmerinteh melelui Depag melehir*an bcbctepa
pctuniuk tcoraog pclakranean yakaf. Dianternya Pctuniuk rcnteng Pcr*rkefan
Tenah ranggal22Dcrcmbcrl953. Lih.l AMul Gofar' dalam Tio Dirico Bimes
tslam dan PinSrclcnggerern Haii Dcpeg RI, K*nPaldl Hasil Seminar
Pervahafar, g^ktrt : Diricn Bimas Islem dan Pcnyclenggaraan Haii Dircktorat
Peogembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 43.

'Dalam Un&ng-Undang PokokAgraria, masalah rx:kaf diatur dalam pasal
5, pasal 14, dan pasal 49.

^ Abdwl Hrlim, H ahtm..., 2.
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membackup Pasal 49 ayat (3) UUPAD dan PP No.28 tahun
1977 tentang perwakafan tanah milikr.

Selain itu beberapa peraturan di atas, pada tanggal 10

Juni l99ldikeluarkan kutruksi Presiden RI No.1 tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KIII) yang nrerupakan hasil
ijtihad para ulama di lndonesiaa. Berkaitan tentang wakaf
diatur pada buku III.

Selain peraturan dan perundangan di atas, pada tahun
2004 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang l*tusus yang
berkaitan dengan perwakafan di trdonesia yaitu Undang-
Undang Republik lndonesia nomor 41 tahun 2004 tentang
wakaf yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada wakaf
benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan tetapi benda
wakal bergeral baik berwujud atau tidak berwujud yaitu
logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan
intekektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya.

Dari beberapa peraturan perrting yang berhubungan
dengan peraturan perwakafan tanah milik di atas, ielas bahwa
perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang b€sar dari
pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan
tampak jelas juga dengan ditetapkannya UU RI No. 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang pada pasal 19 ayat 1

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwe
nang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beraganra
Islam di bidang (a) perkawinary (b) kewarisan, wasiat dan

! XHI ini mcrupekrn pedomen begi ptre hekinr Peradilea.Agemr dan begi
p..a penc.ri lc.dilan dalam pcrkawinan dan kccn.isan dieempirg mcng.tur
ttntang hukum pcrwakafan. Dilihat dari tuiuan pembcntukannya, KHI
diarahkan kepada unifikasi mazhab &lam hukim Islam di Indoncsia, bahkan
KHI mcrupakan 6aau ben(uk terdckat dengan kodifikasi hokum dalam
pembangunao Naeioaal Indoneeia. Thahir Azhari, 'Vakaf dan Sumber Daya
Ekonomi, Suatu Pendekatan Tcoritis', dalam Mimbat Hrkym, No.7 Tahun II
oakaraa I Al-Hil<rnah, 1992).
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hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan (c) wakaf
dan sedekah.

Dengan adanya peraturan-peraturanm dan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1'989 tetsebut diharapkan pelaksanaan
perwakafan di lndonesia dapat berjalan tertib dan teratur
tanpa penyimpangan-penyimpangan.z

INSTITUSI WAKAF: TATA CARA PENGELOLAANNYA
Wakaf sebagai ruatu lembaga mempunyai unsur-unsut

pembertuknya yang merupakan rukun wakaf yaitu 1. orang
yang mewakafkan hartanya atau oa-grl, 2. harta yang fiwakaf-
ka (mauquf),3. n4uanwakal atau yang berhak menerima hasil
wakaf atau nauquf alaih dan4. pemyataan wakaf dan waqif
yang disebut sftrghaf atau ikrar wakafts.

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah
dilakukan oleh institusi Baitul Mal. Baitul Mal- merupakan
instihrsi domirnn dalam sebuah pemerintahan Islam ketika
dufu. Baitul MalJah yang berperan secara kongkrit menjalan-
kan program-program pembangunan melalui divisi-divisi
kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya
sebagai bendahara negara (treasury lrozse). Dalam konteks
perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan
baitul mal sebagai institusi negara, diperlukan modifikasi
institusi dalam pengelolaan wakaf ini. Modifikasi institusi juga
menyesuaikan diri dengan kompleksitas dan perkembangan
perekonomian yang ada. Dalam konteks kekinian institusi
wakaf dapat berbentuk lembaga wakaf atau bank wakaf.

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004
lembaga yang berwenang untuk mengelola wakaf adalah
Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga indepen-
den dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan yaitu

z Ab,lul Halim, Ilr&rm..., .81-88
. Mul;ammad Syala' -Dimyati,I'iaab al-lalibin (Mesk :Mu4afa al-Bibi

al-I{ala,bi, t.t.), 156. Lihat lvehbah al-Zuh^yfi, al-Fiqb....,159
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melakukan pembinaan dan pengawasan terhad,ap nad.zir,

melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf
berskala internasional, memberikan persetuiuan atas
perubahan peruntukan dan status benda wakal dan mem-
berikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam
penyusunan kebijakan di bidang perwakafanz'.

Berkaitan dengan pengelolaan harta wakaf guna
terjamirurya harta wakaf agar tetap berfungsi sebaik-baiknya
sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, maka
diperlukan tenaga pengelola dan pengurusnya. Dalam hukum
Islam dan perundang-undangan di lndonesia dikenal dengan
Nadzir. Nadzir adalah kelompok orang, organaisasi atau badan
hukum yang diserahi tugas dalam pemeliharaan dan pengu-
rusan benda wakaf yang berhubungan dengan pengad-
ministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengem-
bangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada
Badan WakaI Indonesia6.

Dengan dibentuknya leribagaJembaga pengelola wakal
tersebut diharapkan akan mampu mengelola secara profesio-
nal karena wakaf sebenamya ada dan tumbuh dalam masyara-
kat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada
campur tangan Pemerintah untut melakukan pembinaan dan

Pengawasan terhadap penyelenggaran wakaf yang urampu
menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam
lembaga keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan tersebu! dipandang perlu meningkatkan peran
wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertu-
jgan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melain-

I Terkait dengan Badan Vakaf Iadoncsia diatur secara khusus dalam Bab
fV pasd 4? eampai pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004! Uhat Bab II Pasal9 sampai pasal 14 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
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kan iuga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara
lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu
dikembangkan pemanfaatanya sezuai dengan prinsip syari'ah.

WAKI{.F PRODLIKTIF r SEBUAH ALTERNATIF UNTLTK
KESE]IAHTERAAN IJMAT

Dalam rangka membangun kesejahteraan umaP, al-
Qur'an telah meletakkan dasar terutama agar harta yang
dimiliki oleh individu-individu tidak beredar diantara orang-
orang kaya saia. Pernyataan ini terlihat pada surat al-Hasyr
ayat 7. Ayat ini menjadi indikator bahwa Islam melarang
konsentrasi kekayaan pada individu tertentu. Prinsip ajaran
Islam ada pada beberapa institusi seperti zakat infaq, shada-
qah, hibah, dan walaf, yaitu anjuran untuk mengeluar-kan
sebagian rizki yang diberikan Allah untuk menyantuni fakir,
miskin, dan orang-orang lemah dalam sebuah komunitas.

,r.;r^ lsndisi ekonomi yang masih memprihatinkan
ini, sesungguhnya wakaf disamping tak dapat dipungkiri
peran dan fungsi sebagaimana irutrumen-instrumen ekonomi
Iainnya seperti zaka! infaq dan shadaqah, juga sangat berpe.
ran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian nasio-
nal yang sehat Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran
wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan
taraf hidup rnasyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali
jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan
professional disertai kualitas para pengelolanya.

- Kcociahtcreao secere har6ah bcrmakna keemanan dan keseiahteraan hidup
tcrrna6uk kcmakmur"aq yaitu konscp laog menuniukken kea&an dimana rctiap
oreng baik rebegei individu .tau .nggota komunitras daPat mcm.nuhi
kebutuhan tccera mudah. Untuk itu haru6 tctscfia bareng dan iasa 1'.ng dapat
dipcrolch dcngaa harge terlaagkau. Sehirgga keseiahteraan sebagai keadaan

orang hidup emen dao lentcram scrla dapat memenuhi kebutuhan hidupnye'
Us*rtun Hasanah dalam Tim Dirien Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haii
Dcpagllt, Ktmpdza Hasil Semiur Penatktfan ftakarta rDirien Bimas Islam
dan Pc!,yelenggaraan Haii Direktorat Pengembaogan Zakat dan !7akaf' 20M).
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Namun demikian fungsi wakaf secara khusus sebagai
pemberdaya ekonomi masyarakat masih sangat minim bahkan
sama sekali tidak pemah disosialisasikan ke masyarakat.
Selama ini distribusi asset wakal di Indonesia cenderung ku-
rang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan tranya
berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah
mahillah.Ini dapat diuraklumi karena memang pada umum-
nya ada keterbatasan umat Islam akan pemaharnn wakaf baik
mengenai harta yang diwakalkan, peruntukan (distribusi)
wakaf maupun na zir wakal.

Pada umumnya umat Islam di Indonesia memahami
bahwa pemntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan
peribadatan dan hal-hal yang lazim seperti tercermin dalam
pembangunan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-
lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktifitas
dan kesejahteraan umat nampaknya rnasih belum bisa
diterima sebagai yang inheren dalam wakaf.

Karena itu sejenis penafsiran lain mengenai wakaf
penting dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
yang mendesak umat Islam. Pemunculan wakaf produktifz
karenanya menjadi pilihan utama ketika umat sedang dalam
keterpurukan ekonomi. Wakaf produktif berarti bahwa wakaf
yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan kepada
upaya yang lebih menghasilkan Wakaf ini tidak berkehendak
untuk mengarahkan wakaf pada ibadah mahillah an sich,
sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

' Peogelolaan *zkaf produktif seialan dengan epa yang pernah diungkapkan
Ibnu Khladun rebagaimana dikutip oleh M.Um3r Chapra, yang menekanken
peranan inveslasi untuk harta kekayaan yang dimiliki, Menuruurya kekayean
rkan tumbuh dan bcrkcmbang b3hken be.t.mbah keaika keka)aad ters€but
dihabiskan untuk keseiahteraan masyarakat, mcmenuhi hak-hak masyarakat,
serta mengurangi penderitaan nrasyarakat. Umer Chapre, Tbe Furre of
Frotomics : Aa Islamic Perspeaioe $akarta : Shariah Economics rnd Banking
Institute, 2!01), 163.
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Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, mmgahan-
curkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyedia-
kan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islarn- Jenis
wakaf ini tentu saja sangat berdimensikan sosial. Ia semata-
mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat lslarrr.
Sehingga yang tampak dari hal ini adalah wakaf yang pro
kema.nusiaan bukan wakaf yang hanya berdimensi-kan
ketuhanan.

Wakaf produktif dengan dem&ian mempakan pengem-
bangrn dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf, yang
dapat diselenggarakan paling kurang dengan dua caraa
sebagpimana hal berikut :

1. W:rkaf Uang
Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu
solusi yang dapat menrbuat wakaf menjadi lebih produktil'.
Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar
menukar saia tetapi lebih dari itu sebagai komo-ditas yang
siap memproduksi dalam hal pengembangan yang lain.
Oleh sebab itu sama dengan jenis komoditas yang lain
wakaf uang juga dipandang dapat melahirkan suatu hasil
yang lebih banyak.

Uang sebagai nilai harga sebuah komoditas tidak lagi
dipandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan juga
komoditas yang siap dijadikan alat produksi. lni dapat
dirrujudkan dengan rrrisalnya memberlakukan sertifikat-

t Hal ini ecialan dengen emanat IJU No.41 tahun m04 tentang Wrkaf yang
mcrupakan pcrS,empurnaan dari beberapa p€raturan p€.undangen w'akaf I'ang
sudah nda dcngen mcnambahmateri baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf
rccera produl<rif drn profesional yang ridak terbatas pada benda takbergcrak.
Tctapi iuga mengatur bcnda urekaf bergerak seperti uang, saham dan lain-lain
lnng diatur dalam Pasal 15 eempai pasal 31 Undang-Undang rersebut-

' Munculoya pemikiran *'akaf uang ini dipelopori oleh Prof. Dc M.A.
Maonan, rcorang ckonorn yang berasal dari Banglades. Menurutnya
pcmuuculan wakaf uang ini merupakan mom€n yang tcpal unauk
mengcmbangkan instrumcn rrakaf dalam rangka membrngun kcsciahteraan
ummal.
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sertifikat wakal uang yang siaP disebarkan ke masyarakat.
Model ini memberikan keuntungan bahwa w5qif dapat
secara fleksibel mentasaruIkan hartanya dalam bentuk
wakaf. Demikian ini karena wakaf tidak perlu membutuh-
kan jurnlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan
barang produ-ktif. Selain itu wakaf seperti ini dapat diberiLan
dalam satuan-satuan yang lebih kecil misalnya Rp. 5000.

WakaI uang juga memudahkan mobilisasi uang di
masyarakat melalui sertifikat tersebut karena pertama,
lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi luas diban-
ding dengan wak albiasa. Keilua, dengan sertifikat tersebut
dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan
dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan
memiliki kesadaran beramal tinggi.

Dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam
wakaf uang, maka umat dengan mudah memberikan
kontribusi mereka dalam wakaf tanpa menunggu pengum-
pulan kapital dalam jurrlah yang sangat besar. Karena
meskipun sangat kecil junrlahnya, wakaf dalam bentuk
uang ini rrrasih saja dapat menerimanya, disesuilan dengan
tingkat kesejahteraan waqif .

Meskipun terlambat dibanding dengan Negara-
negara laifl wakal uang juga bisa memanfaatkan ribuan
hektar tanah wakal yang tersebar di seluruh wilayah tanah
air. Bahkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bemilai
tinggi. Oleh sebab itu lahirnya wakaf uang ini diharapkan
akan rrenghidupkan semua aspek kehidupan perekono'
mian, dan pada akhimya kesejahteraan umta dari hasil
wakaf akan tercapai.

n Prekrik *'akaf uang tcrny'ata sudah dipraktekkan sciak ewal abad kcdua
hiiriah dan mengalami perkembangan lang pesat pada abad ke 15 sadpai
pcrtengahan.bad 18. Nora-kora beser seperti Al-Quds, Damaskus, Kairo,
Nisaput dan lainJain menggunakanrakaf uang ini untuk membiayai fasilitas
eosial eeperti rekolah, rumah ralot, univcrsitas b€serta .sram.aya, temp.t
ibadah, fasilitas beasis*a, peoelitian, perpustakaan s€rta untuk mcnggaii
karyar*zn. Lilrat Farid Vadjdy, lYak{ dan Kaejabtetaat Umot ('{ogyakzrta t
Pustaka Pelajar, 2007), 84-85.
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2. Wakaf Saham
Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf

produltif adalah wakaf saharn- Saham sebagai barang yang
bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-trasil
yang dapat didedikasikan untuk kepentingan umat.
Bah-kan dengan modal yang besar, saham rralah justru akan
memberi kontribusi yang cukup besar dibanding jenis
komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang perrgumha dapat
molgkhususkan peruntukan sebagian saharrnya sebagai
harta wakaf yang hasilnya (deaiden) digunakan untuk
keuraslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari
keuntungan seluruh saham yang dimiliki pemiliknya sesuai
keinginan anlrl Yang terpenting bukanlah nominal besar
keciilnya hasil saham, melainkan lebih kepada komitmen
keberpihakan p ara udqif terhadap kesejahteraan umat.

Oleh karena itu wakaf saham hanya hendak mewa-
kafkan sebagian hasil saham yang dimiliki waqif kepada
urmt. Pangsa pasar yang dibidik oleh wakaf saham dengan
begitu hanya terbatas para pemegang saham yang kebanya-
kan kelas menengah ke atas. Demikian ini sangat tepat
mengingat kebanyakan umat Islam, terutama mereka yang
secara ekonoad telah mapan, terpaksa dibuat bingung
untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Dengan
adanya wakaf saham, maka sedikit banyak harta mereka
dapat digunakan untuk kesejahteraan ekonomi umat yang
ada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan
aspek produktif dalam wakaf ini, perlu diarahkan model
pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang
produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi
yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Wakaf No.41
Tahun 2004, adalah dengan membentuk dan menjalin
kerjasama (ne kuorkrng) dengan l,embaga Keuangan Syari'ah
seperti bank syarlah, reksadana syari'ah atau modal venhra.
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WAKAF PRODUKTIF ANTARA HARAPAN DAN
HAMBATAN

Besar harapan, dengan model wakaf produktif di atas
merupakan salah satu alternatif yang lebih mampu
mensejahterakan umat. Dengan cara ini pula gapaiargapaian
yang senantiasa jauh dari asa dalam cita keadilan sosialsedikit
akan mendapatkan momentunmya. Kendati tidak secara total
dan langsung model wakaf produktif dipandang sebagai
salah satu terobosan baru untuk rrencita-citakan kesejahteraan
sosial umat,

Namun persoalarmya justru muncul dari masa akar
rumput, umat yang dalam konteks lndonesia telah membelr-
tuk karakter sosial yang dalam batas-batas tertentu malah
menghambat eksistensi wakaf produktif. Karakter sosial
sebagaimana dimaksud misalnya, bangunan berpikir rnazhab.
Karern itu pertanyaannya kemudian adalah, apakah umat
dapat begitu saja menerima jenis wakaf tersebut. Bukankan
fiinilsct lur:,at Islam Indonesia khususnya sedemikian rupa
telah terbentuk utamanya karena mereka telah rremilki logika
hukum Islam yang bersandarkan mazhab empat, Hanafi,
Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Tidak salah kiranya kalau kemudian jenis wakaf
produktif harus dihubungkan dengan landasan hukum yang
terdapat dalam mazhab empat. Pilihan mazhab empat lebih
karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah penganut
faham Ahl al-Sunnah wa al-ltma-ah yang dilandasi oleh
pemikiran fiqh empat mazhab. Lebih jauh karena empat
mazhab ini dipandang mu'labar dalam arti lebih dipandang
sistematis dalam cara berfikirnya, banyak referensi yang
mengokohkannya dan juga dipandang lebih adaptif dalam
seting masyarakat Indonesia. Sehingga diharapkan adagium
" al-lsltm slulih li kulli zamdn wa malon" akan terealisasi dalam
waktu yang tidak terlalu lama.
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